BAB 111
KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG

BATASMINIMAL USIA MENIKAH

A. Sekilas Tentang Muktamar NU
1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi jamiiyyah diniyah yang
didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh@agek ulama’
yang merupakan kepentingan Islam tradisional, daenat sistem kehidupan
pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Idie@disional telah tergeser
akibat pesatnya perkembangan modernisme Islanitsaat

Lahirnya Jami'iyyah Nahdlatul Ulama didahului dengheberapa
peristiwa penting. Pertama adalah berdirinya gnsiusi di Surabaya pada
tahun 1914 dengan nama “Taswirul Afkar” yang dipimgH. Wahab
Hasbullah dan KH. Mas Mansyur. Pada tahun 1916 giiskusi ini telah
berkembang dan berubah dengan nama “Nahdlatul Walitk@bangkitan
tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukamite Hijaz sebagai
utusan ke Arab Saudi guna mengikuti konggres Iitilgfada tahun 1926.

Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membeorygknisasi
yang bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulamda@d® Rajab 1344 H

(31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asysebagai Rais

! Greg barton dan Greg Fealy (e@)adisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul
Ulama —NegaraYogyakarta : LKiS, 1997, him. xiii

2 Bibit Suprapto, SHNahdlatul Ulama : Eksistensi Peran dan Prospeknyalang : LP.
Ma’arif, 1987, him. 36-37
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Akbar2 K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dpemikirannya
pun paling berpengaruh didalam internal NU. Danalsalsatunya;
pemikirannya rentang bermadzhab, beliau menawarkewpat pilihan
bermadzhab. Dalam pandangannya yang kemudian nig@aadangan resmi
NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzi&yafi'i, sebab
madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa déstondan selalu
mengambil jalan tengah dalam menentuiatinbaf) hukum-hukum Islarf.
2. Metode Istinbath Hukum NU

Di kalangan NU,istinbath hukum diartikan bukan mengambil
hukum secara langsung dari sumber hukum yangyakhi Al-Qur'an
dan As-Sunnah, tetapi dilakukan dengaentabigkarsecara dinamis nas-
nas yang telah dielaborakigoha’ kepada persoalarwéqi’iyyah) yang
dicari hukumnya.

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung
kepada pengertian ijtihad mutlabagi ulama NU masih sangat sulit
dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang angendisadari,
terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkagang harus
dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtinaldrd batasan mazhab

di samping lebih praktis juga dapat dilakukan demua ulama NU yang

% Abdul Muchith MuzadiNU dalam Perspektif Sejarah dan AjargSurabaya : Khalista,
2006), him. 36

4 Mujamil Qomar, NU LIBERAL’ Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaale K
UNIVERSALISME ISLAMBandung: Mizan, 2002, him 45

® Imam YahyaPinamika ljtihad NU,Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2009, hal. 47.
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telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fikih yasgsuai dengan
terminologinya yang baku.

Secara definitif, NU memberikan aristinbath hukum dengan
upaya mengeluarkan hukwyara’ dengaral-qgawaid al-fighiyyahdanal-
gawaid al-ushuliyyah baik berupaadillah ijmaliyyah (dalil-dalil yang
umum) adillah tafshiliyyah(dalil-dalil yang rinci) maupuadillah ahkam.
Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBi&fupakan hasil
ijtihad ulama atas nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunyeaig sesuai dengan
prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.

Dalam bukuUshul Figih karangan Prof. Muhammad Abu Zahrah,
disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteriaukurttisa menjadi
seorang mujtahid.

1) Menguasai bahasa Arab

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid haruspua
memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebigsagnberlaku
dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan merekandgehia bisa
membedakan antara ucapan yahgrih, dhohir,danmujmal hakikat
danmajaz yang umum dan khususiuhkamdanmutasyabihmuthlaq
dan muqgayyad.Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak
dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tindéexhampuan

berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat iftihad

® Ibid.

"bid., hal. 47-48.

8 Muhammad Abu Zahralyshul al-Figh,Penerj. Saefullah Ma’shum, “Ushul Figh”,
Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. I, 1994. h&. 56
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2) Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an
Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dal&itab
Ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahigs har
mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahtng) hukum
yang terdapat dalam Al-Quran yang jumlahnya kirakada 500
ayat’ Dalam ayat-ayat itu terdapat ayat yakbash dan 'am,
terkandung asbabun nuzul,dan sebagainya termasukasikh dan
mansukh
3) Mengerti hadits
Mengerti dan memahami hadits adalah hal yang wajib
dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama haditsthad/ang
berhubungan dengan hukum dan harus memahami iimu-ylang
berkaitan dengannya, sepemntiukhtalif hadits(pertentangan hadits),
sebab-sebalwurud (terjadinya) hadits dan sebagairyallmu-ilmu
seperti ini harus bisa dipahami karena terkadamrghbeiberapa hadits
antara yang satu dengan yang lain terlihat sal@rtebtangan, baik itu
bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompkam
4) Mengerti letakjma’ dankhilaf
Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalaly yan
menjadi kesepakatan para ulanjmg’) dan yang menjadi perbedaan

di kalangan ulamakhilaf).

% |bid., hal. 570.
19 Ahmad ZahroJradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 192899 Yogyakarta :
LkiS, cet. I, 2004, hal. 109.
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5) Mengetahugiyas
Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memaharaingn
giyas dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidaketutkan
dalam nas (Al-Quran dan Hadits) kadang terdapasagweaanillat
dengan peristiwa yang terdapat dalam nas itu. Qiyesniliki empat
rukun yang harus dipenuhi.

a) Al-Ashl,yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas.

b) Al-Far'u, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dardal
nas.

¢) Hukmul ashl,yaitu hukum syara’ yang terdapat nasnya menurut
ashl dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabtriy{.

d) lllat, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai degarhukum
ashl, kemudian far'u itu disamakan kepadashl dalam hal
hukumnya* Dalam pengertian lain diartikan sebagai sebab yang
menggabungkan pokok (ashl) dengan cabandaya ).*2

6) Mengetahui maksud-maksud hukum
Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengatahsti
maqashidus syari'alini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan,

yakni dharuriyat (pasti), hajjiyat (kebutuhan), dan tahsinat

(pelengkap}?

1 Abdul Wahab Khalafilmu Ushulul Figh,Penerj. Masdar Helmy, Terj. “llmu Ushul
Figh”, Bandung: Gema Risalah Press, cet. | 1996, hal. 106.

12 A Hanafie,Usul Figh,Jakarta: Widjaya, cet. XII, 1993, hal. 129.

13 Muhamad Abu Zahral@p. Cit.,hal. 575.
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Alasan lain mengapa NU terkesan sangat berhatidaii tidak
mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadagardenerujuk
langsung kepada nas Al-Quran maupun As-Sunnahahdaldanya
pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agslama tidak boleh
terputus dari suatu generasi ke generasi beriku®ghingga, yang perlu
dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik sih pada setiap
generast?

Pengambilan gaul (pendapat imam mazhab) ataupuvajah
(pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebetodra gauly,
merupakan metode utama yang digunakan dalam meayk® masalah
keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikimgale merujuk
langsung pada teks kitab-kitab imam mazlsadupun kitab-kitab yang
disusun para pengikut mazhampat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan
Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi olkitab-kitab
Syafi'iyyah'®

Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak memgtai
ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihadng dilakukan oleh
orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai hitljt&edangkan
orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tatdpk memenuhi
persyaratan mujtahid, lebih batkqlid (mengikuti) kepada ulama yang
memiliki kemampuan berijtihad karena telah mememéisyaratannya.

Bagi NU, taglid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang laimpa

14 Ahmad ZahroQp. Cit.,hal. 115-116.
% bid., hal. 167.
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mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalpikiran imam

mazhatdalam menggali hukurf.

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatafadigan NU
mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesugingan Keputusan
Muktamar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan kesaut hukum
Islam dalam bahtsul masail di lingkungan NU.

1. Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan Ndhgy diambil
secara prosedur yang telah disepakati dalam keputirs, baik
diselenggrakan dalam struktur organisasi maupun lwdirnya
mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling ratiian.

2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungduh dianggap
mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi seteladaltkan oleh
pengurus Besar Syuriyah NU tanpa harus menunggua#uxim
Ulama maupun Muktamar.

3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Mudas Muktamar
adalah:

a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapka
sebelumnya dan atau

b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan memypi
dampak yang luas dalam segala bidang.

Muktamar sebagai forum tertinggi di NU, maka Muksmdapat

mengukuhkan atau menganulir hasil Muhas.

8 |hid., hal. 117.
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3. Sekilas Tentang Keputusan Muktamar NU ke-32 di Maka
Pada 22-27 Maret 2010 M (6-11 Rabi’ al-Tsani 143}l MU
menyelenggarakan Muktamar yang ke-28 di Asrama Hajdiang,
Makassar® Pada Muktamar tersebut terdapat penambahan cakupan
pembahasan hasil keputusan bahtsul masail, yamjusetya juga pernah
ditambahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) NU 6200
Surabaya, yakniMasail Diniyyah yang dihasilkan telah berkembang
menjadiMasail Diniyyah Wagqji'iyyah, Maudhu’iyyah, dan Qaryyah™®
Batas minimal usia menikah termasuk salah satudddaipan hasil

keputusan Muktamar NU ke-32 yang masuk dalam kateBahtsul
Masail Diniyah Wagqi'iyyahkarena membahas permasalahan keagamaan
yang bersifat kekinian. Dalam Komisi Masail Diniydldaqgi'iyyah ini
terdapat pimpinan sidang dan tim perumus yangrteris®°
- Pimpinan Sidang:

Ketua : Drs. KH. Saifuddin Amsir

Sekretaris : KH. Cholil Nafis, MA
- Tim Perumus:

1. Drs. KH. Hasjim Abbas, M.H.I

2. KH. A. Aziz Masyhuri

3. KH. Achmad Zakky Mubarok

4. KH. Anig Muhammadun (JATENG)
17 sahal MahfudhSolusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusarktsionar,

Munas, dan Konbes NW$urabaya : Khalista, cet. 1ll, 2007, hal. 714.

18 Ahkamul Fugahagp. cit, hal. xx.
19 MA. Sahal Mahfudh, “Kata Pengantar Rais ‘Am PBNBhBsul Masail dan Istinbath

Hukum NU: Sebuah catatan pendek”, dalam AhkamubRagolusi Problematika Aktual Hukum
Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes N12¢12010 M.) Surabaya : Khalista, cet. |,
2011, hal. xiv.

20 Ahkamul Fugohagp. cit, hal. 742-743.
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5. KH. Yasin Asmuni (JATIM)

6. KH. A. Aminuddin Ibrahim (BANTEN)
7. KH. Ahmad Ishomuddin, MA (LAMPUNG)
8. KH. Hasanuddin Imam (JABAR)

9. KH. Abdullah Muhtar

10.Tuan Guru H. Ma’arif (NTB)
11.Drs. KH. Sanusi Gholoman Nasution (SUMSEL)

Dalam permasalahan batas minimal usia menikah terjapat
empat pembahasan yang diangkat:

1.) Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?

2.) Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atanita?

3.) Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaiennikah
pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajitzag istri taat
kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris gahssatunya
meninggal, dan sebagainya?

4.) Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang ajutaidid
al-nikah?*

Kemudian dari pembahasan-pembahasan di atas, nslkgha
jawaban sebagai berikut:

1.) Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat maslahe ijdb
gabuldilakukan oleh walmujbir serta memenuhi syarat dan rukun
nikah lainnya.

2.) Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia penafkadalam
Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukatelah usia
baligh.

3.) Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaienaikah

pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberdikah

2 bid., hal. 735.
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menurut sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh nmnsagpai
kuat disetubuhi.

4.) Hukum tajdid al-nikah adalah boleh. Akan tetapi menurut Yusuf
al-Ardabili tajdid al-nikah dihukumi sebagaikrar bi al-thalaq
(pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dangomangi

'adad al-thalag(bilangan talak¥?

B. BatasMinimal Usia Menikah Menurut Keputusan Muktamar NU

Berdasarkan poin sebelumnya dalam sekilas keputdsdéatamar NU
di atas, tercantum dalam jawaban poin kedua dalambphasan tersebut,
bahwasanya menurut jumhur ulama tidak ada batasianpernikahan dalam
Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakuketelah usidaligh.

Pandangan Jumhur Fugaha, yang membolehkan nikadodih umur,
yang mana dalam pelaksanaannya tidak serta memabobehkan adanya
hubungan badan. Jika hubungan badan akan mendakibatanyadlarar
(kerusakan), maka hal itu terlarang.

Jadi, bisa dikatakan keputusan Muktamar NU terséleupedoman
utama padagaul hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah secara tekstua
Disamping berpedoman dengan dalil-dalil penduksegerti yang dijelaskan
dalamal-Minhaj Syarh Shahih Muslirkarya Muhyiddin al-Nawawi daAl-

Figh al-Islami wa Adillatutkarya Wahbah al-Zuhaili.

%2 |bid.
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C. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Dalam K eputusan M uktamar
NU ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah
Dalam sebuah penetapan dan keputusan terhadap pemmbasalahan
yang berakibat hukum dipastikan memiliki alasanuadasar hukum yang
melatarbelakangi adanya keputusan itu. Maka daridt sini penulis akan
mengemukakan beberapa dasar hukum yang digunadam ckeputusan
Muktamar NU ke-32 tentang batas minimal usia menikang di dalamnya

juga memfokuskan pada hukum melakukan kawin gantung
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Artinya: “(Bab Kebolehan Ayah Menikahkan Gadis Kecil). Dalamb
tersebut terdapat hadits Aisyah ra., ia berkata:alullah SAW
menikahiku di usia enam tahun, dan menggauliku akatberusia
sembilan tahun. Dalam riwayat lain: “Rasulullah SANvenikahi
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Aisyah saat dia berusia tujuh tahuff” Hadits ini sangat jelas
dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkak
gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannyaalsed belum
dianggap mampu memberi persetujuan. Dan kakek $aamnya
dengan ayah menurut kita (ulama madzhab Syafi'iy#gapun
wali selain ayah dan kakek, maka mereka tidak bobemikahkan
gadis kecil tadi menurut pendapat al-Syafi'i, aklig, Malik, Ibn
Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu ‘Ubaid. Dartakeiilah
bahwa al-Syafi'i dan para sahabatnya berpendapgahadan kakek
disunnahkan agar tidak menikahkannya. Sampai ia cayea
baligh, dan sunnah meminta persetujuannya agar ktida
memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara ia
membencinya. Pendapat mereka ini tidak bertentandangan
hadits Aisyah. Sebab, yang dikehendaki mereka hdadéwa si
ayah atau si kakek sebaiknya tidak menikahkannghelsm ia
mencapai usia baligh saat tidak terdapat kemaslahatyata yang
dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikatyan seperti
hadits Aisyah. Oleh sebab itu, disunnahkan memelrauami
tersebut, sebab seorang ayah diperintahkan untukgoeayakan
kemaslahatan bagi anaknya, maka ia tidak boleh rmekdn
kemaslahatan itu lenyag®
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2 Muslim, Shahih Muslim Juz |, Bandung, t.th., hal. 595, lihat juga dalAmBukhari,
Tarjamah Shahih Bukhari Jilid Vllditeriemahkan oleh Achmad Sunarto dkk. dari “Sah
Bukhari Juz VII", Semarang: CV. Asy Syifa’, 19931h64.

24 Ahkamul FugahaSolusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusaokidmar,
Munas, dan Konbes NU (1926-2010 Msyrabaya : Khalista, cet. I, 2011, hal. 736.
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Artinya: “Anak kecil. Adapun tentang anak kecil, maka jumhudama,
termasuk para Imam madzhab empat, bahkan Ibn Mundzi
menilainya sebagai ljma’, boleh menikahkannya kepsuami yag
sekufu..”® Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra itu saat dia
masih kecil. Karena ia berkata: “Nabi SAW menikahigementara
aku masih gadis kecil berusia enam tahun, dan beti@nggauliku
saat aku berusia sembilan tahun”, dan yang menikah&yahnya,
yaitu Abu Bakar ra. Nabi SAW pernah pula menikahlarri
pamannya, Hamzah, dengan Ibn Abi Salamah di saduigke/a
masih kecil..?® Atsar Sahabat Ali ra telah mengakadi anaknya Umi
Kultsum di saat masih kecil dengan ‘Urwah bin abZir. ‘Urwah
bin al-Zubair telah menikahkan putri saudara laikinya dengan
putra saudara laki-lakinya yang lain di saat kedyammasih kecil.
Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan putcilkga dengan
Abdullah bin al-Hasan bin Ali, dan diperbolehkarelol Ali ra.
Seorang sahabat wanita pernah menikahkan putrilkggidengan
Ibn al-Musayyab bin Nakhbah dan suaminya, AbdulichMas’ud
ra. memperbolehkanny&”

Slall OV g 5 asdiadd) 3545 palal ¥ Eaolkl Lk GUISG
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Artinya: “Dan begitu pula dalam menikahkan gadis kecil, ulaByafiiyah
menyaratkan terdapat kemaslahatan. Dalam kebolebaarang

% Wahbah Al-Zuhaili Al-Figh al-Islami wa Adillatub Beirut: Dar al-Fikr, 2006, Juz IX,
hal. 6682.

28 hid., hal. 6683.
27 | bid.
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ayah menikahkan putrinya yang masih kecil maupungysudah
besar tanpa persetujuannya terdapat tujuh syaraituy

1. Tidak terdapat permusuhan nyata antara ayah darrimysd
tersebut

Menikahkan dengan suami yang sekufu

Menikahkan dengan mahar mitsl (mahar standar)

Mahar berupa mata uang negara

Suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar
Tidak menikahkan dengan orang yang merepotkanrgpers
orang buta dan seorang kakek pikun, dan

Putrinya tersebut belum wajib haji, sebab kewajilhaifi bersifat
longgar (tarakhi), sementara putrinya bermaksud esag
melaksanakan kewajiban hajiny&."

ookwnN

~

Penggunaan dua dasar ini tentu tidak lepas damilama ulama-
ulama NU melakukaistinbath Istinbath hukum dalam perspektif fikin NU
dapat dilihat pada proses Bahtsul Masail yang dkak oleh Lembaga
Bahtsul Masail (LBM) NU ketika membahas masalahateds aktual l-
masai’il al-fighiyyah al-wagi'iyyalh maupun dalam membahas masalah-
masalah hukum yang bersifat tematilal-hasa’il al-fighiyyah al-
maudiu’iyyab).®

Telah dijelaskan bahwastinbath dalam pengertian penggalian
langsung dari Al-Qur'an dan Hadits masih sulit kilkan oleh para ulama
NU karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Ututlak,i para ulama NU
memandang bahwa melakukastinbath dari hasil istinbath ulama-ulama
terdahulu lebih praktis dan lebih mudah untuk dildn. Namun, sebenarnya
para ulama NU dalam memberikan fatwa telah memkekdah-kaidah fikih
dan ushul fikih atau berproses secamanhajy secara rumit akan tetapi

metodologi ini digunakan untuk menetapkan sesuangtelah sudah ada

%8 |bid., hal. 6685.
29 Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhabrogyakarta : Elsaq
Press, cet. Il, 2010, hal. 193.



44

hukumnya yakni di kitab-kitab klasik, dan tidak wktmenggali hukum dari
sumber pokoknya (Al-Qur'an dan Sunndh).

Dalam praktiknya, LBM NU menggunakan tiga macam adet
istinbathhukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketigaaegastinbath
ini adalah sebagai berikut :

1) MetodeQauly

Metode ini adalah suatu castinbathhukum yang digunakan oleh
ulama NU dalam Lajnah Bahtsul Masail ketika membaparsoalan
hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihad&gtelah
dipelajari, persoalan tersebut kemudian dicarikamapannya pada kitab-
kitab fikih yang menjadi rujukankgtub al mu’tabarah dari empat
mazhab Cara yang ditempuh dalam bahtsul masail melalubdesgauly
ini adalah dengan mengacu dan merujuk langsung padgi teksnya,
dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat gadgh “jadi” dalam
lingkup mazhab*

Jika suatu kasus ditemukan lebih dari sgdul atauwajah, maka
dilakukantagrir jama’i (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) demi

memilih satugaul atauwajah>?

%0 Sahal Mahfudz Bahtsul Masail dan Istinbath dalam Nbittp://bahrudinonline.
netne.ne® pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133] didownlogéda tanggal 28 Oktober
2011.

31 Ahmad Arifi, Op. Cit,hal. 202.

32 Munawir Abdul FattahTradisi Orang-orang NUYogyakarta : LKIS Pelangi Aksara,
cet. lll, 2007, hal. 31.




45

2) Metodellhagy
Metode ini ditempuh apabila metodauly tidak dapat dilakukan.
Bila suatu masalah dalam bahtsul masail tidak diten jawabannya
secara tekstual pada kitab-kitab mazhadaka langkah yang dilakukan
adalah dengan menyamakan hukum suatu kasus atalamgang belum
dijawab oleh kitab rujukan (belum ada ketetapanme)gan kasus atau
masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (teldh jawaban atau

ketetapan hukumny4y.

3) MetodeManhajy
Proses penerapastinbathhukum melalui metode ini setelah tidak
mendapatkan rujukan dari teks dalam kital'tabar dan juga tidak dapat
di-ilhag-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dalarab kit
mu’tabar tersebut. Akhirnya, digunakan jawaban mekaidah fighiyyah

yang relevari?

33 Ahmad Arifi, Op. Cit,hal. 204.
** Ibid, hal. 207.



